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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab Il dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai

berikut:

1. Penjatuhan sanksi adat dan sanksi pidana terhadap pencurian benda
sakral di Bali tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pelaku pencuri
benda sakral akan diproses terlebih dahulu secara adat yang berupa
pemberian sanksi adat, apabila pelaku tidak sanggup untuk memenuhi
sanksi adat yang diberikan atau masyarakat adat tidak puas dengan
sanksi adat yang diberikan, maka pelaku akan diproses secara hukum
yang berupa pemberian sanksi pidana. Pada umumnya, setiap orang
yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi pidana tetapi ada
beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dituntut untuk
kedua kalinya dengan perkara yang sama sesuai yang dinyatakan
dalam Pasal 76 KUHP, karena nantinya akan dianggap merugikan hak
dari si pelaku. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia antara lain hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan hak milik, serta hak atas pengakuan di

depan hukum.
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2. Kendala atau hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan
sanksi pidana tanpa memperhatikan adat dalam pencurian benda sakral
yaitu
a. Penerapan sanksi adat di Pengadilan melalui putusan pemidanaan
tidak dapat dilakukan begitu saja, karena hukum adat berbeda di
setiap daerah, sehingga hakim khawatir putusan menjadi tidak
memberikan kepastian hukum.

b. Masyarakat tidak puas apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana,
sedangkan sanksi adat tidak dijatuhkan, karena pelaku tersebut

sudah membuat pura itu menjadi tercemar kesuciannya.

B. Saran

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tinjauan Pemidanaan

terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral pada uraian di atas,

maka penulis mempunyai saran-saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan terkait dengan adat harus
lebih memperhatikan atau mempertimbangkan hukum adat yang ada
dalam masyarakat adat tersebut agar terjadi keadilan dan kepastian
dalam masyarakat adat.

2. Bagi masyarakat adat agar meningkatkan pengamanan terhadap benda-
benda sakral sehingga ke depannya pencurian terhadap benda sakral

dapat ditekan.
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